LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUNUNG,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam rancangan Peraturan Kalurahan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Wunung Tahun 2025.



Mengingat :

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa; _

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Tahun 2025;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023
tentang Reformasi Kalurahan;

Peraturan Gubernur D.l.Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Kalurahan;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Daerah Kepada Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 -
2027);

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun
2024 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun
2024 Nomor 5);

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 8);
Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 07 Tahun 2024 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun
2024 Nomor 07).

Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun
2024 Nomor 95);



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan

LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian

sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 2.001.845.250,00
2. Belanja Desa Rp. 2.017.860.059,00
Surplus/(Defisit) Rp. (16.014.809,00)
3. Pembiayaan Desa:
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 66.014.809,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.  50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 16.014.809,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);

c. Daftar dana cadangan (jika tesedia);

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika

ada).



Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan = untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan;

b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan

perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan
memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.



Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung
Pada tanggal 30 Desember 2024
LURAH WUNUNG,

ttd

SUDARTO

Diundangkan di Wunung
Pada tangal 31 Desember 2024
CARIK WUNUNG,

ttd

MAR’ATUS’ SHOLIAH
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LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN WUNUNG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG

TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN A"fg:’,“" KETERANGAN
1 2 3 4

4, PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 57.870.050,00
42, Pendapatan Transfer 1.935.975.200,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 8.000.000,00

JUMLAH PENDAPATANM 2.001.845.250,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 618.342.808,00
52, Belanja Barang dan Jasa 892.100.301,00
5.3. Belanja Modal 436.016.950,00
54, Belanja Tidak Terduga 71.400.000,00

JUMLAH BELANJA 2.017.860.059,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.014.809,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 66.014.809,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 66.014.809,00
8.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTC 16.014.809,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00 :
—— e R B |

WUNUNG, 30 Desember 2024

LURAH

SUDARTO

W20z 1zewss
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LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG

TAHUN ANGGARAN 2025
Jenis APBDes : APBDes Awal
RET{OE:'IENG URAISN “"‘:‘:{:’:‘" SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 57.870.050,00
42. Pendapatan Transfer 1.935.975.200,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 8.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.001.845.250,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 918.503.614,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 779.291.064,00
Pemerintahan Desa .
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.800.000,00 | ADD
11.01 | 5.1. Belanja Pegawai . 48.800.000,00
11.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 482.485.000,00 | ADD
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 482.485.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.076.448,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 28.076.448,00
1.1.04 dPIEnyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 89.620.056,00 | ADD, DLL, PBH
11.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 89.620.056,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 60.981.360,00 | ADD
1105 | 5.1. Belanja Pegawai 60.981.360,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 3.460.000,00 | PBH
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 38.264.700,00 | PBH
1.1.07 | 52. Belanja Barang dan Jasa 38.264.700,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 29.603.500,00 | DDS
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.603.500,00
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 31.500.000,00
1.2.90 Pengadaan Peralatan Kerja 28.500.000,00 | DLL, PAD, PBH
1290 | 53. Belanja Modal 28.500.000,00
1.2.94 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 | PBH
1294 | 52, Belanja Barang dan Jasa 0,00
12895 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 3.000.000,00 | ADD, PBH
1295 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
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RE';%?‘:EN o URAIAN Aﬂﬁmﬁ SUMBERDANA
1 2 3 4 5
13. Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 3.707.500,00
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.470.000,00 | ADD
1.3.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.470.000,00
1.3.90 Penyusunan Monografi Desa 870.000,00 | PBH
1.390 | 52 Belanja Barang dan Jasa 870.000,00
1.3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 1.367.500,00 | PBH
1.391 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.367.500,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 59.530.000,00
dan Pelaporan
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.000.000,00 | PBH
1403 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa I 3.000.000,00
1.4.04 s;la)nyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 13.020.000,00 | ADD
1404 | 52. Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 2.395.000,00 | ADD
1405 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2.395.000,00
1.4.07 Pirgusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya 1.330.000,00 | ADD
ra
1407 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.330.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 14.970.000,00 | DDS, PAD
1408 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.970.000,00
1.4.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & 24.815.000,00 | PBP
Pelaporan
1499 | 52, Belanja Barang dan Jasa 24.815.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 44.475.050,00
1.5.03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 44.475.050,00 | PBH, SWD
1.5.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.475.050,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 926.764.500,00
21. Sub Bidang Pendidikan 12.000.000,00
21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 12.000.000,00 | pps
(Honor, Pakaian dli)
21.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 141.127.500,00
22.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 9.500.000,00 | bbDs
KB, dsb)
2201 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
22,02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 84.770.000,00 | DDS, PBP
2202 | 52, Belanja Barang dan Jasa 84.770.000,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 10.590.000,00 | oos
2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 10.590.000,00
2291 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2.867.500,00 | DDS
2291 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2.867.500,00
2296 Pembinaan dan pengembangan Kampung KB 1.000.000,00 | DDS
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Reﬁzﬂfue YRAIAN A"‘:‘:‘:;AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2296 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

2298 Insentif kader kesehatan/KB 32.400.000,00 | DDS

2298 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 636.137.000,00

2.3.05 sme!iharaan Prasarana Jalan Desa {Gorong-goronngelokan.’PariUDra*r'las 43.321.950,00 | DDS

2305 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.539.000,00

23.05 | 53 Belanja Modal 40.782.950,00

23.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 427.875.050,00 | DDS

2310 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 268.702.050,00

2310 | 53 Belanja Modal 159.173.000,00

2312 Pembangunan/RehabilitasifPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 122.470.000,00 | DDS

2312 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.464.000,00

2312 | 53. Belanja Modal 120.006.000,00

2314 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel 42.470.000,00 | DDS
okan dlf)

2314 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.470.000,00

23.14 | 53. Belanja Modal 40.000.000,00

24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman . 137.500.000,00

24.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 50.000.000,00 | DDS
k Huni GAKIN

2401 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

24.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Su 50.000.000,00 | DDS
mur Bor dll)

2403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.445.000,00

2403 | 53. Belanja Modal 47.555.000,00

24.91 Pemberian stimulan jamban sehat 37.500.000,00 | PBP

2491 | 52 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 25.188.000.00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2.085.000,00

3.3.93 Operasional Karang Taruna 2.085.000,00 | PBH

3393 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000,00

34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 15.003.000,00

34.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2.185.000,00 | PBH

3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.185.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 6.053.000,00 | PBH

3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.053.000,00

3.4.92 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP 3.'755_000,00 PBH
K Desa)

3492 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.765.000,00

3499 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3.000.000,00 | PAD

3499 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
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KODE
ANGGARAN
REKENING URAIAN e SUMBERDANA
1 2 3 4 5
31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 8.100.000,00
Masyarakat
3.1.95 Pengadaan Seragam Satlinmas 8.100.000,00 | PBH
3185 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
4 DANG MAS 76.003.945,00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 62.160.000,00
4203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 62.150.000,00 | DDS
4203 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 62.150.000,00
43. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.423.945,00
43.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.423.945,00 | PAD
4399 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.423.945,00
45, Sub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 4.430.000,00
4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 4.430.000,00 | DDS
erasi
4502 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.430.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 71.400.000,00
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 3.000.000,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 3.000.000,00 | DDS
5200 | 54. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 68.400.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 68.400.000,00 | pps
5300 | 54. Belanja Tidak Terduga 68.400.000,00
JUMLAH BELANJA 2.017.860.059,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.014.809,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 66.014.809,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 16.014.809,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARARM 0,00
E ——
WUNUNG, 30 Desember 2024
LURAH
SUDARTO
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